PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

ca.

b.

« 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan
Menteri Keungan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu
melakukan penyesuaian perhitungan rincian Dana Kampung
setiap Kampung, penyempurnaan penyaluran,
penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi
Dana Kampung Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran
2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran



-

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
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B

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
384);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
367);

Peraturan Menteri Keungan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
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13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap
Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Berau Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1
(satu) angka yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Bupati adalah Bupati Berau.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang
selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten
Berau.

4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara yang
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diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan Dbelanja Daerah dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung
yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata
yang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi
dengan jumlah desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Kampung tertinggal dan
Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan
kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kiherja
terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka
kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan
tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.
Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; yang
selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Kampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu
Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Kampung.
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Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat
RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh
penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Kampung pada bank umum yang
ditetapkan.

Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang
disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang
tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir
tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan
oleh Kabupaten kepada Kampung yang tidak habis
digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun
anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran APB Kampung.

Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya
disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang
tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di
Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk
mengurangi dampak ekonomi akibat adanya

pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 3
Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung
berdasarkan Alokasi Dasar per-Kabupaten dibagi
Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keungan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam



(2)

L

Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional.

Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebanyak 100 (seratus) Kampung.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 11
Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui
RKUD.
Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana
Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Kampung ke RKK.
Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung
ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap | paling cepat bulan Januari sebesar 40%
(empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%
(empat puluh persen); dan
c. tahap Il paling cepat bulan Juni sebesar 20%
(dua puluh persen).
Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung
Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap | paling cepat bulan Januari sebesar 60%
(enam puluh persen); dan
b. tahap Il paling cepat bulan Maret sebesar 40%

(empat puluh persen).
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(6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang

dilakukan setiap  tahun dan ditetapkan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi dalam Indeks Kampung.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)

Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Mekanisme penyaluran Dana Kampung yaitu Kepala

Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana

Kampung APBN kepada Bupati melalui Camat dilampiri

persyaratan:

a. tahapl:

i

Peraturan Kampung tentang APB Kampung;

2. rincian sisa kas Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya,

3. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana
Kampung APBN tahap I;

4. buku kas pembantu Dana Kampung tahun
anggaran sebelumnya;

5. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak
tahun anggaran sebelumnya; dan

6. fotokopi buku RKK;

b. tahap II:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya,;

2. rincian sisa kas Dana Kampung sampai dengan
Tahap I;

3. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana
Kampung APBN tahap II;

4. buku kas pembantu Dana Kampung sampai
dengan Tahap [;

5. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak
sampai dengan Tahap [;

6. fotokopi buku RKK; dan
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7. foto/dokumentasi kegiatan tahun anggaran

sebelumnya; dan
c. tahap III:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap
Il menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dan capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya,;

3. Peraturan Kepala Kampung mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Kampung;

4. rincian sisa kas Dana Kampung sampai dengan
tahap II;

5. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana
Kampung APBN tahap III;

6. buku kas pembantu Dana Kampung sampai
dengan tahap II;

7. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak
sampai dengan tahap II,;

8. fotokopi buku rekening Kampung sampai
dengan tahap II; dan

9. foto/dokumentasi kegiatan sampai dengan
tahap II.

(2) Mekanisme penyaluran Dana Kampung untuk
Kampung berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5), yaitu Kepala Kampung
mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung
APBN kepada Bupati melalui Camat dilampiri
persyaratan:

a. tahapI:
1. Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
2. rincian sisa kas Dana Kampung tahun anggaran

sebelumnya;
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pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana
Kampung APBN tahap I;

buku kas pembantu Dana Kampung tahun
anggaran sebelumnya;

buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak
tahun anggaran sebelumnya; dan

fotokopi buku RKK, dan

b. tahap II:

1.

10.

laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya,

laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahap I
menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dan capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
laporan  konvergensi pencegahan stunting
tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya;
Peraturan Kepala Kampung mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Kampung;

rincian sisa kas Dana Kampung sampai dengan
Tahap I;

pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana
Kampung APBN tahap II;

buku kas pembantu Dana Kampung sampai
dengan Tahap I,

buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak
sampai dengan Tahap I;

fotokopi buku RKK; dan

foto/dokumentasi kegiatan sampai dengan

Tahap L.

(3) Tim pendamping kecamatan melakukan verifikasi atas

kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran

Dana Kampung APBN tahap I, tahap II, dan tahap III
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yang disampaikan oleh Kepala Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Berdasarkan  hasil verifikasi tim pendamping
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana
Kampung APBN tahap I, tahap I, dan tahap III.
Berdasarkan  rekomendasi Camat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Kepala Kampung
menyampaikan permohonan  penyaluran Dana
Kampung kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan DPMK
dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. tahapl:

1. Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
b. tahap II:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya; dan

c. tahap III:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung sampai dengan Tahap
I menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dan capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya;
dan

3. Peraturan Kepala Kampung mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Kampung.

Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), untuk Kampung berstatus
Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(5), Kepala Kampung menyampaikan permohonan
penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan
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tembusan DPMK dilengkapi persyaratan sebagai
berikut:
a. tahapl:

1. Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
b. tahap II:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya,;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahap |
menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

3. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya,;
dan

4. Peraturan Kepala Kampung mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Kampung.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, ayat (2)
huruf b angka 2, ayat (5) huruf b angka 1 dan
huruf ¢ angka 1, dan ayat (6) huruf b angka 1
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) , ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara
pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dengan
kondisi  penyerapan dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).
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(10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), bupati menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak
salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input
data, kepala Kampung menyampaikan perubahan
tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan
pemutakhiran.

(12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(13) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap

tahun dianggarkan dalam APB Kampung

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal
yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasar 12A
(1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap

I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),

kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. Dana Kampung tahap | disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masmg- masmg:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala
Kampung  mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Kampung;

2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung
bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung

bulan kedua;
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b. Penyaluran Dana Kampung tahap Il dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
dan

c. Dana Kampung tahap [ diprioritaskan untuk BLT
Kampung.

(2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Untuk Dana Kampung yang diterima belum
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Kampung tahap II dan tahap Il
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
dan

2. Dana Kampung tahap 1 diprioritaskan untuk BLT
Kampung; dan

b. Untuk Dana Kampung yang diterima sudah
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

I. Dana Kampung tahap II disalurkan secara
bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan,
dengan besaran dan persyaratan setiap bulan
masing-masing;:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan peraturan kepala
Kampung mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Kampung;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan  laporan  pelaksanaan  BLT
Kampung bulan pertama; dan

¢) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan  pelaksanaan BLT
Kampung bulan kedua; dan

2. Dana Kampung tahap Il diprioritaskan untuk BLT
Kampung.

(3) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap

Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
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a. Penyaluran Dana Kampung tahap III dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan

b. Dana Kampung tahap Il diprioritaskan untuk BLT
Kampung.

Dalam hal Dana Kampung yang telah disalurkan ke

RKK secara bertahap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) maupun

penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk
membayar BLT Kampung, kekurangan pembayaran BLT

Kampung dapat menggunakan Dana Kampung tahap

berikutnya.

Pasal 12B

(1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri belum

salur Dana Kampung tahap [ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Kampung disalurkan

dengan ketentuan:

a. Dana Kampung tahap [ disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran
dan persyaratan setiap bulan masmg- masmg:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen),
dengan persyaratan peraturan kepala Kampung
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Kampung;

2. bulan kedua 20% (dua puluh persen) , dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung
bulan pertama; dan

3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen) , dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung
bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
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c. Dana Kampung tahap 1 diprioritaskan untuk BLT

Kampung.

Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri telah

salur Dana Kampung tahap | sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (5):

a. Untuk Dana Kampung yang diterima belum

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1.

Penyaluran Dana Kampung  tahap 11
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal
11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat (6); dan

Dana Kampung tahap I diprioritaskan untuk

BLT Kampung.

b. Untuk Dana Kampung yang diterima sudah

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

I. Dana Kampung tahap II disalurkan secara

N

bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan,

dengan besaran dan persyaratan setiap bulan

masing- masing:

a)

b)

c)

bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala
Kampung mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Kampung;

bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Kampung bulan pertama; dan

bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan
persyaratan  laporan  pelaksanaan BLT

Kampung bulan kedua; dan

. Dana Kampung tahap II diprioritaskan untuk BLT

Kampung; dan

2. Dana Kampung yang diterima dan belum

dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk

mendanai BLT Kampung, Pemerintah Kampung
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dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana
Kampung tahap Il sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (6).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 14

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai
program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang di
bidang :

a. pembangunan Kampung; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa :
a. peningkatan kualitas hidup;

b. peningkatan kesejahteraan;

c. penanggulangan kemiskinan; dan

d. peningkatan pelayanan publik

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat Kampung setempat.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk
membayar upah  masyarakat dalam  rangka
menciptakan lapangan kerja di Kampung melalui
Padat Karya Tunai Kampung (PKTK).

Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) sebagaimana
dimasud pada ayat (4) adalah kegiatan pemberdayaan
keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan
balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan
pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan

teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,
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meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka

stunting, dengan ketentuan :

a. diprioritaskan bagi:

1) anggota keluarga miskin;
2) penganggur;
3) setengah penganggur; dan

b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk
dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting),

c. memberikan kesempatan kerja sementara;

d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada
peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya
menggantikan pekerjaan yang lama;

e. mekanisme dalam penentuan upah dan
pembagian upah dibangun secara partisipatif
dalam musyawarah Kampung;

f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri
oleh Kampung sesuai dengan kebutuhan lokal,
dan

g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana
perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam
secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB)

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat

dianggarkan untuk biaya penunjang kegiatan paling
banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan.

Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada pada

ayat (6) dipergunakan untuk biaya operasional Tim

Pengelola Kegiatan (TPK) termasuk biaya pembuatan

perencanaan dan penyusunan RAB untuk kegiatan

fisik.

Prioritas bidang pembangunan Kampung dan

pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Kkegiatan,
anggaran dan belanja Kampung yang disepakati dan
diputuskan dalam musyawarah Kampung yang
menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Kampung dan APB Kampung.
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Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program
dan kegiatan bidang pembangunan Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia,
penanggulangan kemiskinan serta pelayanan publik.
Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan
pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), dapat mempertimbangkan tipologi
Kampung  berdasarkan  tingkat perkembangan
kemajuan Kampung, meliputi:

a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal,

b. Kampung berkembang; dan

c. Kampung maju dan/atau mandiri.

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program
dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang
bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
masyarakat Kampung dengan mendayagunakan
potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Kampung
dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri.
Perencanaan kegiatan pemberdayaan  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilakukan
dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan
dengan tipologi Kampung berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan Kampung, yaitu:

a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal;

b. Kampung berkembang; dan

c. Kampung maju dan/atau mandiri.

Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana
Kampung untuk  bidang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12)
berpedoman pada  Peraturan  Menteri  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Dana kampung dapat digunakan untuk membiayai
pencegahan dan penanganan bencana alam dan
nonalam.

Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (14) setelah mendapat
persetujuan Camat atas nama Bupati.

Dalam  memberikan  persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (15), Camat memastikan
pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah
terpenuhi.

Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(15) diberikan pada saat evaluasi Rancangan
Peraturan Kampung mengenai APB Kampung.

Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), diatur dalam pedoman teknis Dana

Kampung.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14A
Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (14) merupakan bencana yang terjadi
sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran
penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga
masyarakat secara luas atau skala besar, paling
sedikit berupa:
a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. pandemi flu burung;
c. wabah penyakit Cholera; dan/atau

d. penyakit menular lainnya.
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Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BLT-

Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu

yang berdomisili di Kampung sebagai keluarga

penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan

melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Keluarga miskin berdomisili di Kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-

Kampung dengan ketentuan :

a. merupakan keluarga yang kehilangan mata
pencaharian atau pekerjaan,;

b. belum terdata menerima : Program Keluarga
Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), BLT dari Pemerintah Kabupaten, BLT dari
Pemerintah Provinsi, dan BLT dari Pemerintah
Pusat/Kementrian Sosial, dan Kartu Pra Kerja;

c. belum terdata (exclusion error); dan

d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun /kronis.

Pendataan calon penerima BLT Kampung

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data

penerima BLT dari Dinas Sosial.

Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,-

(enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima

manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan

selama 3 (tiga) bulan.

Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dilakukan secara tunai atau non-tunai

melalui  transfer antar rekening bank/jasa
pengiriman uang milik pemerintah/chashless.

BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), dianggarkan dalam APB Kampung paling banyak
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sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana
Kampung yang diterima Kampung  yang
bersangkutan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(9) Dalam hal besaran Dana Kampung untuk BLT
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
tidak mencukupi, kepala Kampung dapat
menggunakan Dana Kampung melebihi batasan
tersebut setelah mendapat persetujuan dari Camat
atas nama Bupati.

(10) Mekanisme pemberian BLT Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 20
Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Ayat (2), ayat (5) dan
ayat (6), Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal
19 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A
(1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak

menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan
BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian
penyaluran Dana Kampung tahap III tahun
anggaran berjalan.

(2) Pemerintah Kampung berstatus Kampung mandiri
yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan
kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa

pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh
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persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan

pada tahap Il tahun anggaran berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

©)

(4)

()

(6)

Pasal 26
Kepala Kampung melakukan rekonsiliasi data
kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran
2015 sampai dengan tahun 2018 di RKK yang tidak
dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di
tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling
lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
Kepala Kampung menyetorkan sisa Dana Kampung
di RKK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun
2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan
Oktober 2020.
Sisa Dana Kampung tahun 2019 yang masih berada
di RKUD, dapat disalurkan ke RKK paling lambat
bulan Juli 2020.
Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
atas data kumulatif sisa Dana Kampung tahun 2015
sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala
Kampung ke RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKK
paling lambat akhir bulan November 2020.
Bupati menyetorkan sisa Dana Kampung di RKUD
hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember
2020.
Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana
Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana

Kampung tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi
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Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran
berikutnya.

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana
Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan atas nama  Menteri
Keuangan.

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Kampung Tahun
Anggaran 2019 di RKK yang tidak dipergunakan atau
tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran
2020, sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan
pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun
Anggaran 2020.

(9) Penghitungan sisa Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana

Kampung tahun anggaran sebelumnya.

Lampiran [ diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan huruf c¢, huruf d, dan huruf e Lampiran III
diubah, dan ditambahkan 1 (satu) lampiran yaiu huruf Kk,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Setelah Lampiran III ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni
Lampiran IV, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal Il

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
permohonan penyaluran Dana Kampung Tahun
Anggaran 2020:

a. yang telah disampaikan oleh Kepala Kampung
kepada Bupati dan/atau sudah diajukan ke KPPN;
dan

b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN
namun diperlukan penyesuaian/perbaikan
dokumen,

penyaluran Dana Kampung Tahun Anggaran 2020

tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang

Pengelolaan Dana Desa.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 27 April 2020
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK BENCANA NONALAM
DAN FORMAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNGQG)

Dana Kampung untuk Bencana nonalam

Dana kampung dapat digunakan untuk membiayai pencegahan dan
penanganan bencana alam dan nonalam. Bencana nonalam merupakan
bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran
penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara
luas atau skala besar. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit
menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19). Penggunaan dana kampung untuk pencegahan dan penanganan
dampak pandemi Covid-19 di kampung yaitu :

A. Relawan Kampung Lawan Covid-19

1. Membentuk Relawan Kampung Lawan COVID-19 yang ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Kampung, dengan struktur sebagai

berikut:
Ketua : Kepala Kampung
Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
Anggota . Perangkat Kampung
. Anggota BPK
Kepala Seksi/Kaur;
. Ketua RT;

. Pendamping Lokal Kampung;
Pejuang SIGAP;
. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

o g T N T - W o T «

. Pendamping Kampung Sehat;

Pendamping lainya yang berdomisili di Kampung;

o

Jj. Bidan/Mantri Kampung;

k. Tokoh Agama;

1. Tokoh Adat;

m. Tokoh Masyarakat;

n. Karang Taruna,;

o. PKK; dan

p. Kader Penggerak Masyarakat Kampung (KPMK).
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Mitra : a. Babinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Kampung.

2. Tugas Relawan Kampung Lawan COVID-19:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)
9)

melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan
menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus
Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-
langkah pencegahannnya.

mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta
orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan
penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak
mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring
pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik
yang telah maupun yang belum menerima;

mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kampung yang bisa dijadikan
sebagai ruang isolasi,

melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci
tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
ditempat umum;

menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan,
serta pencegahan, penyebaran wabah dan penularan Corona Virus
Disease (COVID-19),

menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Couvid-
19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon
ambulan, dan lain-lain;

melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID-
19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:

a) Pencatatan tamu yang masuk ke Kampung;

b) Pencatatan keluar masuk warga Kampung setempat ke daerah
lain;

c) Pendataan warga Kampung yang baru datang dari rantau,
seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota
besar; dan

d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan
Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-
19).

mendirikan Pos Jaga Gerbang Kampung (24 Jam);

memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau

kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan,

tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa
lainnya.

3. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) :

1)

2)

bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas
setempat;

penyiapan ruang isolasi di Kampung;
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3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah
terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk

mengisolasikan diri;
4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang
isolasi;

5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut
berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah
Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung serta Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD).

Penganggaran pencegahan, penanggulangan dan penanganan
dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dimasukkan dalam APB
Kampung pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak, Sub Bidang Penanggulangan Bencana/Keadaan
Darurat/Keadaan Mendesak (sesuai kegiatan), Belanja Tak Terduga,
Jenis Belanja Tak Terduga, Obyek Belanja Tak Terduga dan Rincian
Obyek Belanja Tak Terduga.

B. BLT Kampung

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung)

adalah keluarga miskin (minimal memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria
yang ditetapkan Kementrian Sosial Republik Indonesia) antara lain :

1) Bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT);

2) Bukan penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Pemerintah
Daerah Kab. Berau atau Pemerintah Provinsi atau Kementrian
Sosial program pencegahan dampak wabah pandemi covid-19;

3) Bukan penerima Kartu Pra Kerja;
4) kehilangan mata pencaharian:
5) belum terdata (exclusion error); dan

6) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

. Mekanisme Pendataan

1) pendataan dilakukan oleh Relawan Kampung Lawan COVID-19
dengan formulir terlampir;

2) pendataan terfokus mulai dari RT dan Kampung;

3) hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah
Kampung khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan
agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;

4) legalitas dokumen hasil pendataan KK calon penerima BLT
Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung; dan

5) dokumen hasil pendataan dan penetapan KK penerima BLT
Kampung diverifikasi Kampung, ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Kampung dilaporkan dan disahkan Camat atas nama
Bupati dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Kampung dalam
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waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima
di Kecamatan.

6) Pendataan calon penerima BLT Kampung mempertimbangkan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian
Sosial dan data penerima BLT dari Dinas Sosial.

. Anggaran dan Mekanisme Penyaluran

1) anggaran untuk BLT Kampung dalam APB Kampung paling banyak
35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Kampung yang
diterima Kampung yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

2) Khusus Kampung yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari
anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah
mendapat persetujuan Camat atas nama Bupati.

3) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kampung dengan metode
non-tunai (cash less) atau tunai setiap bulan.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Kampung

1) masa penyaluran BLT Kampung 3 (tiga) bulan; dan
2) besaran BLT Kampung per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus
ribu rupiah) per keluarga.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

1) Badan Permusyawaratan Kampung;
2) Camat; dan
3) Inspektorat Kabupaten.

Penanggung jawab penyaluran BLT Kampung adalah Kepala Kampung.

Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
(APB Kampung) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penganggaran BLT Kampung dimasukkan dalam APB Kampung pada
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak,
Sub Bidang Keadaan Mendesak, Belanja Tak Terduga, Jenis Belanja
Tak Terduga, Obyek Belanja Tak Terduga dan Rincian Obyek Belanja
Tak Terduga Kode Rek. 5.3.00.5.4.1.01



.

[I. Format BLT Kampung

1. Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Status Tanggap Daruat

Bencana

KEPALA KAMPUNG ...............
KECAMATAN ... oonsmssss KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG ...........
NOMOR ...... TAHUN 20.....
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH

PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DISEASE 219 (COVID-19)
DI KAMPUNG .coovsensmnssness

KEPALA KAMPUNG ............ ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020

Mengingat :

tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019, Kabupaten Berau
ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana terhitung sejak
tanggal 15 April 2020 sampai dengan 13 Juni 2020, sekaligus
mencabut Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2020, yang
menetapkan Kabupaten Berau Status Siaga Darurat Bencana
terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Berau Nomor
62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung,
Kepala Kampung menetapkan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Kampung yang berskala lokal Kampung;

c. bahwa berdasarkan point a dan point b tersebut diatas, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Status
Tangap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019 di Kampung ............ dengan Keputusan Kepala
Kampung;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan :

KESATU
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 367),

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2018 Nomor 62);

Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor );

Keputusan Bupati Berau Nomor ......... Tahun 20... tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung .............. Kecamatan
......... Kabupaten Berau;

Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status
Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease
2019

Peraturan Kampung ............ Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan ........ Kabupaten
Berau Tahun Anggaran 20 ..... .

Peraturan Kepala Kampung ............ Nomor .... Tahun 20... tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung....
Kecamatan .... Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20...

.............. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Keputusan Kepala Kampung ...... tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease
2019 di Kampung .............
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KEDUA : Status Tanggap Darurat Couvid 19 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu
berlaku selama 60 (enam puluh hari), terhitung sejak tanggal 15 April
2020 sampai dnegan tanggal 13 Juni 2020 (lihat Keputusan Bupati Berau
tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten).

KETIGA : Status Tanggap Darurat akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi dan
kondisi Kampung.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan
Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung .. Tahun Anggaran 20.... dan/atau sumber lain yang sah da
tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan @i .. .cscons swssss
pada tanggal ................

KEPALA KAMPUNG .......

Salinan disampaikan kepada Yth.:

Bupati Berau di Tanjung Redeb.

Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
Capit ooosvizoma s o QO ———

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung .............
Anggota Tim yang bersangkutan.

Sl oF- o o ol o
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2. Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Relawan
Kampung Lawan Covid-19

KEPALA KAMPUNG .........ccc0u0s
KECAMATAN .sssssasses KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG ...........
NOMOR ...... TAHUN 20.....
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG LAWAN COVID-19

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

KEPALA KAMPUNG ............ .

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung
Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020, dana kampung dapat
digunakan untuk pencegahan dan penanganan dampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19);

. bahwa sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan dampak
wabah penyakit akibat Covid-19, perlu dibentuk Tim Relawan
Kampung Lawan Covid-19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kampung .......... tentang Pembentukan Tim Relawan Kampung
Lawan Covid-19;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan  Atas Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2018 Nomor 62);

10. Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor );

11. Keputusan Bupati Berau Nomor ......... Tahun 20... tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung .............. Kecamatan
......... Kabupaten Berau;

12. Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status
Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease

2019
13. Peraturan Kampung ............ Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan ........ Kabupaten
Berau Tahun Anggaran ..... :
14. Peraturan Kepala Kampung ............ Nomor .... Tahun 20... tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..........
Kecamatan «.sesses Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20....
18, dan seterusnya (peraturan yang terkait).
Memperhatikan 2 0L e semes snae SeaEn AR SR § SRS S
S ——

3. dan seterusnya (jika ada).
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Relawan Kampung Lawan Couvid-19 Kampung ..........
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Kampung ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan
perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik
gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannnya.

2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang
yvang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis
lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas
berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari pemerintah
pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
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mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kampung yang bisa dijadikan
sebagai ruang isolasi;

melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci
tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat
umum;

menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta
pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease
(COVID-19);

menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Couvid-19

seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan,

dan lain-lain;

melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19),

dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:

a. Pencatatan tamu yang masuk ke Kampung;

b. Pencatatan keluar masuk warga Kampung setempat ke daerah
lain;

c. Pendataan warga Kampung yang baru datang dari rantau, seperti
buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan

d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan
Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).

mendirikan Pos Jaga Gerbang Kampung (24 Jam);

memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau
kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan
dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan
Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung Tahun Anggaran 20....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...............
pada tanggal ................

KEPALA KAMPUNG .......

Salinan disampaikan kepada Yth.:

o s e

Bupati
Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
.............. & § RSP

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung .............
Anggota Tim yang bersangkutan.

Camat
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG ...........
NOMOR ...... TARIIN s e

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG
LAWAN COVID19

SUSUNAN TIM RELAWAN KAMPUNG LAWAN COVID19

KAMPUNG .......ceneeneee.
KAN A
A NAMA KEDUDUTIM AN LEMJB?G/;I‘?S;SUR

L F reeesommpnns Ketua Kepala Kampung
I T Wakil Ketua Ketua BPK
. i ([T Sekretaris Sekretaris Kampung
4 | Anggota =000 | ceeciiveesssmeenss
e . Anggotd @@= | s
6 |dst Anggota |

Ditetapkan di ...............
pada tanggal ................

KEPALA KAMPUNG .......

....................................
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4. Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus tentang Penetapan
KK Penerima BLT Kampung

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG ......ccooviviininniininninnes
KECAMATAN .o scscsmnnns KABUPATEN BERAU
KHUSUS PEMBAHASAN VALIDASI, FINALISASI DAN
PENETAPAN KK CALON PENERIMA BLT KAMPUNG 2020

Berdasarkan :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa,

b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,

c. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020,

Pada hari ini.................. tanggal................... tahun 20.... dari pukul ..... Wite s/d

pukul..... Wite bertempat di ............ooeeneen. telah dilaksanakan Musyawarah Kampung

Khusus yang dihadiri oleh :

1. Kepala Kampung

2. Perangkat Kampung

3. BPK

4. Lembaga Kemasyarakatan

5. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat

6. dst sesuai kondisi kampung

Dengan jumlah peserta hadir ............... orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda
musyawarah :

1. Pembahasan khusus Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima
Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung .............

2. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut
diatas, peserta rapat sepakat secara mufakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyepakati Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT-
Kampung) Kampung ............. sebanyak ......... (dengan huruf................ ) KK, dari
DBt BWEL w s comses assonss (dengan huruf.......) KK.

2. KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung
............. ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.

3. Dst oo,

Demikian Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus Validasi, Finalisasi dan
Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung)
ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................................ TR § TN
KETUA BPK KEPALA KAMPUNG

.....................................................................
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PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN ............ PP
KAMPUNG .ccsssssssasnvonsaona
JRIATL, sveveisamsrmanainns KO,  CTeID/ B sacmsssmsanns

Hari

Tanggal
Tempat
Acara

.........................

.........................

: Pembahasan Validasi,

DAFTAR HADIR

Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon

penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung).

No

Jabatan

Tanda Tangan

......................................

Kepala Kampung)

......................................

Ketua BPK

....................................

......................................

..............................

........................................

......................................

..............................

e

....................................

......................................

..............................

aeee

....................................

......................................

..............................

........................................

......................................

..............................

........................................

......................................

..............................

........................................

......................................

..............................

........................................

10

..............................

........................................

11

......................................

..............................

........................................

12

..............................

........................................

......................... F Sl eninreis e

KEPALA KAMPUNG

.................................
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5. Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung

KEPALA KAMPUNG .....cccco0neee
KECAMATAN oo svesn s KABUPATEN BERAU

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TENTANG
PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA

BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

b.

KEPALA KAMPUNG ............ ,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nmor ... Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun
Anggaran 2020, dana Kampung dapat digunakan penanganan
dampak pandemi Covid-19 berupa bantuan Langsung Tunai
Kampung kepada keluarga miskin;

bahwa sesuai hasil musyawarah kampung khusus pembahasan
Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan
Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) tanggal ................ 20....
telah disepakati jumlah KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai
Kampung (BLT Kampung);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kampung ...... tentang Penetapan KK Penerima Bantuan Langsung
Tunai Kampung (BLT Kampung);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah



10.

11.

12.

13.

14.

156.
Memperhatikan :
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diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 367);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan  Atas Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2018 Nomor 62);

Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor  );

Keputusan Bupati Berau Nomor ......... Tahun 20... tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung .............. Kecamatan
......... Kabupaten Berau;

Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status

Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019

Peraturan Kampung ............ Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan ........ Kabupaten
Berau Tahun Anggaran ..... :

Peraturan Kepala Kampung ............ Nomor .... Tahun 20... tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..........
Kecamatan ..o Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20....

.............. dan seterusnya (peraturan yang terkait).

1. Hasil musyawarah Kampung khusus pembahasan Validasi,
Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan
Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) tanggal ............... 20....

5O dan seterusnya (jika ada).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KEPALA
KELUARGA (KK) PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG
(BLT KAMPUNG).

Pasal 1
Menetapkan Kepala Keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai
Kampung (BLT Kampung) sebanyak .............. (dengan  huruf
.................................... ) KK.

Pasal 2

Jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3
Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
per bulan per KK selama 3 (tiga).

Pasal 4
Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita
Kampung ........ (Nama Kampung)

Ditetapkan di ....................
pada tanggal .....................

KEPALA KAMPUNG ..cisisnsiass

......................................

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG .....cvsssomnssnoss

..........................
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LAMPIRAN
PERATUAN KEPALA KAMPUNG ...........
NOMOR ...... TAHUN 20........

TENTANG

PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK)
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

DAFTAR KK PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

NAMA KK NIK No. KK Alamat
................. 6403............. 6403............ Moo NO.oo. RT
................. 0N rmenias | 5408, e Heorooverer. NOwors RT
................. 64.03 o 164030, N No..ooo RT
................. OFlgunmaren i Banm, Herrorro: Now.ors RT
dst 64.03............. 6403............ T No..... RT

KEPALA KAMPUNG .......

....................................
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6. Keputusan Camat Pengesahan KK Penerima BLT Kampung

KOP KECAMATAN

TENTANG
PENGESAHAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA

BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun
Anggaran 2020, Kepala Keluarga (KK) Penerima BLT Kampung yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung..... Nomor.. Tahun 20..
perlu disahkan oleh Camat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat ............. tentang
Pengesahan Kepala Keluarga (KK) Penerima Bantuan Langsung Tunai

Kampung (BLT Kampung) Kampung ................. :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
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6. Peraturan Menteri Desa, Pembangan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priorotas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 367);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan  Atas Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau
Tahun 2018 Nomor 62);

10. Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor
....... );

11. Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus
Disease 2019

120 s dan seterusnya (peraturan yang terkait).
Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Kampung..... Nomor.. Tahun 20..... tentang
Penetapan Kepala Keluarga (KK) Penerima BLT Kampung.
Be  sammasismass dan seterusnya (jika ada).
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Langsung Tunai
Kampung (BLT Kampung) Kampung ...........

KEDUA : Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima  Bantuan Langsung  Tunai
Kampung (BLT Kampung) Kampung ........... sebanyak ........ (dengan
huruf....ccccoeeviivinnennnnn. ) KK;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...............
pada tanggal ................

....................................

Salinan disampaikan kepada Yth.:

Bupati Berau

Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
Kepala Kampung ..o scsess (s | S
Ketua Badan Permusyawaratan Kaampufg ......... .
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